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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengadilan Agama Mataram sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan 

peraturan perundang-undang dalam mengurangi angka nikah anak dibawah 

umur, dan yang paling tepat yang memiliki wewenang dalam melakukakn 

upaya-upaya pencegahan nikah anak dibawah umur yaitu pemerirntah 

daerah, orang tua dan kelurga juga mempunya peran sangat penting dalam 

menegah nikah anak dibawah umur. 

2. Pengadilan Agama Mataram sudah melakukan pertimngan-pertimbangan 

dalam memutuskan perkara dispensasi nikah anak dibwah umur sesui 

prosedural tentu dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan 

peraturan lainya, pengadilan Agama Mataram setiap mengadli perkara 

dispensasi nikah anak dibawah umur tetap melihat dari mslahat dan 

mudhorotnya terhadap perkara disepensasi yang mereka terima tentu 

dengan melihat berbagai bukti dari pemohon/wali dan calon memeplai.  

B. Saran 

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan dispensasi 

nikah di Pngadilan Agama Mataram, peneliti mempunyai beberapa saran 

sebgai berikut: 

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka dalam mengambil keputusan 

nikah diambil dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuan kita 
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2. Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah 

dengan teliti sehingga pasangan yang mendapatakan dispensasi nikah 

benar-benar bisa menjalani kewajibanya sebagai suami istri. 

3. Apabila orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah sejak dini 

dengan tujuan menghindari fitnah, alangkah lebih baiknya tidak terlalu 

banyak membebankan kehidupan rumah tangga kepada kedua calon 

mempelai. Artinya ada sedikit bantuan dan keringanan yang dirasa anak 

belum bisa melakukanya sendiri: seperti mencari nafkah, dan membina 

anak mereka 

4. Sedangkan apabila dalam keadaan hamil diluar nikah, maka sebaiknya hak 

asu anak diambil alih atau ada pendampingan yang intensif dari orang tua. 

Sebab, kehadiran anak apabila tidak diinginkan akan menjadi beban baik 

secara psikologis, sosial maupun materil 

. 
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